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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jalan Kapten Piere Tendean No 44 Desa Banjardawa 
Kecamatan Taman 52361

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA,

Menimbang
:
a.
bahwa sebelum pemungutan suara, dapat diadakan kampanye bagi para calon Kepala Desa;
b. Bahwa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memerlukan tata cara kampanye Pemilihan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa tanggal 4 Juli 2018. Nomor : 141/04/PANPIL/VII/2018 tentang Tata Cara Kampanye Calon  Kepala Desa, telah dilaksanakan rapat dalam rangka Penyusunan Tata Cara Kampanye Calon  Kepala Desa Banjardawa;
d. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib dan bertugas menyusun dan menetapkan tata cara kampanye Pemilihan Kepala Desa; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;
Mengingat
:
1.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala        Desa;

4. Peraturan  BPD Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 

9. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

10. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 

11. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 

12. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

BAB II

PENYAMPAIAN VISI DAN MISI
Pasal 2
(1) Sebelum mengikuti tahapan kampanye dan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Calon wajib menyampaikan visi dan misi Calon.

(2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sebelum waktu kampanye dan dilakukan pada forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan guna memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meminta dan memperoleh kejelasan Visi dan Misi Calon.

(4) Materi Visi dan Misi Calon wajib mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang sedang dijalankan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang.

(5) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh Bakal Calon pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon.

(6) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya menjadi dokumen resmi Desa, jika Calon terpilih dalam pemilihan kepala Desa.
(7) Naskah Visi dan Misi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan dengan cara dipasang pada papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 3

(1) Penyampaian visi dan misi Calon dipandu oleh seorang moderator yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.

(2) Moderator bertugas mengendalikan jalannya penyampaian visi dan misi tetap tertib dan lancar.

(3) Penyampaian visi dan misi oleh Calon dilakukan secara berurutan satu persatu dimulai dari Calon yang memiliki nomor urut pendaftaran paling besar.

(4) Setelah penyampaian Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai, moderator membuka forum tanya jawab, terdiri atas:
a. satu pertanyaan sama dari Panitia Pemilihan melalui moderator kepada para Calon mengenai bagaimana upaya nyata Calon untuk membangun Desa agar lebih maju, masyarakatnya produktif dan memiliki aparat pemerintah desa yang disiplin, profesional dan betanggungjawab.
b. Paling banyak tiga pertanyaan dari masyarakat untuk masing-masing Calon.
(5) Jawaban Calon dalam menjawab pertanyaan yang diajukan moderator atau masyarakat dijawab ringkas, padat dan jelas.
(6) Dalam hal terdapat pertanyaan dari masyarakat yang bersifat memojokkan atau mendiskreditkan Calon, maka moderator harus menghentikan dan kesempatan bertanya disampaikan kepada yang lain.
(7) Semua Calon wajib hadir pada forum penyampaian visi dan misi dan mengikuti rangkaian acara sampai selesai.
(8) Pada saat penyampaian visi dan misi dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama menciptakan Pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara demoktaris, tertib, lancar, aman dan sukses.
BAB III
PENGUNDIAN NOMOR URUT TANDA GAMBAR

Pasal 4 

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan.
(2) Setelah pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon.

(3) Pengundian nomor urut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum waktu kampanye.

(4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
(5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berupa foto Calon.

(6) Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 5 

(7) Pengundian nomor urut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018
(8) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) foto Calon.

(9) Nomor urut tanda gambar Calon menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya.

BAB IV
PELAKSANAAN KAMPANYE
Pasal 6 

(1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Banjardawa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
(4) Setelah masa kampanye usai, menjelang waktu pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
Pasal 7
(1) Guna membangkitkan budaya lokal Desa apabila kampanye dilaksanakan terbuka, Calon wajib mengenakan budaya tradisional dan mengendarai kendaraan tradisonal atau tidak bermotor.

(2) Dalam hal Calon dalam kampanye Pemilihan Kepala Desa menggunakan musik, maka musik yang digunakan musik tradisional seperti angklung, gamelan, rebbana dan alat musik tradisional lainnya.
BAB V
BENTUK KAMPANYE

Pasal 8
(1) Bentuk kampanye dapat dilakukan secara perorangan atau bersama.

(2) Bentuk perorangan dilakukan dari rumah ke rumah dilakukan langsung oleh Calon.

(3) Bentuk bersama dilakukan oleh Calon dan/ atau tim kampanye dengan mendatangi tempat pertemuan warga, baik dalam gedung maupun di lapangan.

(4) Dalam hal dilaksanakan kampanye bersama, Calon wajib mengikuti jadwal kampanye yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI
WAKTU KAMPANYE

Pasal 9
(1) Waktu kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan siang hari mulai pukul 07.00 s.d. pukul 17.00 WIB.
(2) Dalam hal kampanye secara perorangan dapat dilaksanankan pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 WIB oleh Calon dan/ atau tim sukses.

(3) Waktu kampanye Pemilihan Kepala Desa Banjardawa selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018.

BAB VII
PEMASANGAN TANDA GAMBAR

Pasal 10
(1) Pemasangan tanda gambar Calon koordinasi Panitia Pemilihan.

(2) Calon diperkenankan memasang tanda gambar berupa baleho, papan, dan lain-lian yang sejenis pada saat/ waktu kampanye.

(3) Pemasangan tanda gambar yang bernada kampanye pemilihan kepala desa sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas bukan wewenang panitia untuk menertibkan.
(4) Pemasangan tanda gambar Calon harus seragam dengan ukuran masing-masing Foto Calon berukuran paling besar dengan tinggi 1,00 meter dan lebar 0,75 meter.

(5) Panitia wajib mengadakan tanda gambar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu banner atau baleho paling sedikit sejumlah dusun ditambah satu.

(6) Dalam hal Calon membuat banner atau baleho tetap dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditempatkan pada lokasi yang disepakati para Calon.

(7) Calon berhak memasang banner atau baleho sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ukuran lebih besar, namun penempatannya hanya di depan rumah dekat pagar rumah atau di dalam pekarangan rumah.

(8) Tempat pemasangan tanda gambar Calon di dekat perempatan jalan atau di pertinggaan jalan.
(9) Tanda gambar Calon ukuran kecil tidak dipasang pada pohon atau dipasang melintang jalan.

Pasal 11
(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Calon dapat memasang tanda gambar Calon dalam radius 50 meter dari rumah Calon yang bersangkutan.

(2) Dalam rumah Calon berdekatan, maka tempat pemasangan tanda gambar diatur paling jauh ½ (satu perdua) dari jarak para Calon kecuali atas izin Calon yang lain.
(3) Pemasangan tanda gambar calon dan atribut kampanye dimulai pukul 07.00  WIB tanggal 27 Agustus 2018 dan berakhir pada pukul 24.00 WIB  tanggal 29 Agustus 2018.
(4) Calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling akhir tanggal 30 Agustus 2018 pukul 00.00 WIB sebelum masa tenang.

(5) Setelah masa kampanye usai, menjelang waktu pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
BAB VIII
MATERI KAMPANYE

Pasal 12
(1) Materi kampanye memuat visi, misi, dan program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan, apabila Calon terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Materi Kampanye harus:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kesadaran hukum;

d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat; dan

e. menjalin komunikasi yang sehat antara Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya demokratis dan bermartabat.

(3) Penyebaran materi/ bahan kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat berupa : sticker, topi, barang-barang cindera mata atau barang lainnya.

BAB IX
TATA CARA KAMPANYE

Pasal 13

(1) Setiap calon berhak melaksanakan kampanye baik oleh calon yang bersangkutan maupun Tim Sukses atau juru kampanye masing-masing calon.

(2) Setiap calon hanya dibenarkan menunjuk Tim sukses atau juru kampanye dari warga Desa Banjardawa.

Pasal 14

Kampanye dilakukan dengan cara:

a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;

b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;

d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Calon lain; dan

e. tidak bersifat provokasi.

Pasal 15
 Kampanye Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
(1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusif wilayah, diluar waktu kampanye Pemilihan Kepala Desa, maka masyarakat, Bakal Calon atau Calon dan siapapun tidak diperbolehkan:
a. memasang gambar, foto pribadi/ Bakal Calon/ Calon yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
b. memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bernada kampanye mendukung salah satu masyarakat yang terindikasi akan mencalonkan sebagai Kepala Desa, Bakal Calon dan Calon;

c. memasang/ memperlihatkan/ mempertontonkan barang-barang doorprize berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa; dan

d. membuat/ menyebarluaskan selebaran/ kupon doorprize berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.
(2) Diluar waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.

(3) Apabila ternyata diluar waktu kampanye terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Pengawas melakukan penertiban dibantu pihak pemerintahan Desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X

LARANGAN KAMPANYE

Pasal 17 

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. kepala desa;

b. perangkat desa; dan

c. anggota BPD.

Pasal 18 

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16  ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB XI
HARI TENANG
Pasal 19

(1) Menjelang pemungutan suara dilaksanakan hari tenang selama 3 (tiga) hari.

(2) waktu hari tenang menyambung dengan hari pemungutan suara.

(3) Pada pelaksanaan hari tenang dan hari pemungutan suara, warga/Calon tidak diperbolehkan mengadakan pertemuan yang mengandung pengerahan massa atau mengarahkan warga memilih Calon tertentu atau melakukan kegiatan yang bernada kampanye atau kegiatan yang membawa atribut kampanye/ gambar calon.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Panitia ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Panitia yang mengatur mengenai Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Pelaksanaan kampanye Calon berpedoman pada peraturan panitia ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peraturan panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
	
	Ditetapkan di BANJARDAWA
pada tanggal 4 Juli  2018
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